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                                                                   BAB I
A. LATAR BELAKANG
Desa memiliki kewenanagan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usus dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menetapkan daftar kewenangan desa melalui peraturan bupati. penyusunan ranperkada tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa perlu didukung dengan pemantauan dan peninjauan undang-undang serta analisis peraturan perundang-undangan.
      DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang  peraturan pelaksanaan undang-undang desa sebagaimana telah diubah terakhir;
4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2-16 tentang kewenangan desa;
5. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan ini disusun dengan maksud untuk melakukan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan serta analisis dan evaluasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
                                                                 BAB II
                                     OBJEK PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Objek pemantauan dan peninjauan adalah rancangan peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.


          

                                                              BAB III
                             HASIL PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
A. Kesesuaian  peraturan perundang-undangan
Hasil pemantuan menunjukkan bahwa ranperkada Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa telah disusun dengan ketentuan undang-undang jasa konstruksi dan peraturan pelaksanaannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
B. Evaluasi substansi kewenangan desa
Pengaturan dalam ranperbup telah memuat klasifikasi kewenanagan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa serta memberikan pedoman bagi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.
C. Evaluasi substansi
Secara teknis, ranperkada telah memenuhi sistematika peraturan perundang-undangan dan dapat dijadikan dasar hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangannya secara tertib dan terkoordinasi.

                                                   BAB IV 
                              KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. KESIMPULAN 
Rancangan peraturan kepala daerah tentang  Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilanjutkan dalam tahap penetapan.
B. REKOMENDASI
1. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa agar pelaksanaan kewenangannya berjalan efektif.

BAB V
                                      PENUTUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini disusun sebagai dokumen pendukung pembentukan peraturan kepala daerah tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan sebagai bagian dasar pelaksanaan fungsi pembinaan hukum daerah.


